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TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Menimbang

Mengingat

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

bahwa untuk mendukung terselenggaranya Pemerintahan Desa
secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dan
26 Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2001 tentang
Pedoman Umum Mengenai Pengaturan Desa, maka dipandang
perlu mengadakan pengaturan kedudukan Keuangan Kepala
Desa dan Perangkat Desa:

bahwa pengaturan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu
diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara R| Tahun
1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 1091):

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 19
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4349):

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rl Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4420);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4438): ’



10.

1.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan
Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Rl Tahun
1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 2854);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Rl Tahun 2000 Nomor 54
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman
Umum Peraturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Rl Tahun
2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4155);

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah
dan Rancangan Keputusan Presiden,;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang
Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang
Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri,
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam
Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1979 tentang Desa;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang

Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Dengan Pesetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG

Menetapkan

dan

BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang maksud dengan

a. Daerah adalah Kabupaten Lebong;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong;



Bupati adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lebong:

Camat adalah Perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamatan yang melaksanakan
sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati:

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat
setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah
Kabupaten:;

Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan untuk mengurusi kepentingan
masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusawaratan

Desa:
Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa:

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan
permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di
Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa,
menampung dan menyaluran aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan
terhadap penyelengaraan pemerintahan Desa:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana operasional tahunan dari
program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan
diterjemahkan-dalam angka-angka Rupiah disatu pihak mengandung pemikiran
target penerimaan dan dipihak lain perkiraan batas tertinggi pengeluaran
keuangan Desa.

BAB Il
KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 2

(1). Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Sekretariat Desa diberikan penghasilan

tetap setiap bulannya sesuai kemampuan Keuangan Daerah dan Desa.

(2). Apabila Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Sekretariat Desa mengalami

kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sehingga tidak dapat lagi menjalankan

tugas dan kewajibannya, maka kepadanya diberikan bantuan dana
kecelakaan.

(3). Apabila Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Sekretariat Desa meninggal

(1).

dunia dalam menjalankan tugasnya, maka kepadanya diberikan bantuan dana
kematian, diberikan kepada ahli warisnya yang berhak.

Pasal 3

Besarpya penghasilan ttetap, bantuan dana kecelakaan dan bantuan dana
kn_amatlan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini diatur dan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Biaya pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 dibebankan pada

An

ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



Pasal 5

(1). Pegawai Negeri yang dipilih dan diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat
Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama
menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai

Pegawai Negeri.

(2). Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh Pegawai Neger
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tetap dibayar oleh instansi
induk.

(3). Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa
tidak berhak menerima gaji, honorer, penghasilan tetap sebagai Kepala Desa
dan atau Perangkat Desa.

(4). Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa
dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

BAB Il
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
(1). Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

(2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

~ Pasal 7 ‘
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengtahuinya memerintahkan pengundangan peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.
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Pasal 5

(1). Pegawai Negeri yang dipilih dan diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat
Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama
menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai
Pegawai Negeri.

(2). Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tetap dibayar oleh instansi
induk.

(3). Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa
tidak berhak menerima gaji, honorer, penghasilan tetap sebagai Kepala Desa
dan atau Perangkat Desa.

(4). Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa
dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

BAB Il
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
(1). Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

(2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenali pelaksanaannya.

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengtahuinya memerintahkan pengundangan peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.
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